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 Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya responden atau masyarakat 
yang mengikuti kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) yang tidak mengalami 
perubahan dalam kehidupannya, bahkan dalam pengembalian pinjaman masih 
sering terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Maka permasalahan dalam 
penelitian ini adalah bagaimana peranan simpan pinjam perempuan (SPP) dalam 
meningkatkan ekonomi keluarga dan bagaimana pandangan ekonomi syariah 
mengenai Simpan Pinjam Perempuan (SPP). 
 Penelitian ini bersifat penelitian lapangan. Dilakukan di Desa Kulim Jaya, 
Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu. Populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 112 orang. Sampelnya penulis menggunakan rumus 
slovin dan menghasilakan ukuran sampelnya 53 orang. Di mana 5 orang untuk 
wawancara pengurus UPK dan 48 orang untuk penyebaran angket kepada 
responden, dengan penarikan sampelnya menggunakan Random Sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, 
Wawancara dan Angket. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah 
metode Deskriptif Kualitatif, yakni setelah semua data telah berhasil penulis 
kumpulkan, maka penulis akan jelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat 
tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. 
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa Simpan Pinjam 
Perempuan (SPP) sangat berperan dalam upaya meningkatkan perekonomian 
keluarga di Desa Kulim Jaya, terbukti dari meningkatnya perekonomian 
responden yang mengikuti SPP serta adanya tanggapan baik terhadap program ini, 
dimana responden beranggapan bahwa program ini membantu dalam memberikan 
pinjaman untuk mengatasi kekurangan modal usaha. Walaupun dalam praktik SPP 
ini menggunakan bunga, namun responden tidak diberatkan dengan adanya bunga, 
hal ini dapat disebabkan karena minimnya pemahaman responden mengenai 
bunga yang diharamkan dalam islam serta kecilnya angka bunga yang diberikan 
pihak SPP terhadap responden. Maka responden tidak merasa dibebankan dengan 
adanya bunga. Ditinjau dari pandangan ekonomi syariah, program ini tidak baik, 
karena mengandung unsur bunga. Namun jika dipandang menurut islam program 
ini baik, karena mengandung unsur tolong menolong. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Masalah kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi 
yang kekurangan, pendapatan yang tidak mencukupi, tetapi karena sebab lain, 
seperti: tingkat kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan, masalah 
sedikit dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, pengangguran yang 
terus bertambah.  
Oleh karenanya kemiskinan sebagai suatu potret permasalahan global 
yang merupakan problem yang harus segera dituntaskan, baik oleh pemerintah 




Fenomena kondisi kemiskinan di Provinsi Riau diindikasi bukan 
merupakan kemiskinan alami semesta, tetapi lebih disebabkan kemiskinan 
bermulti dimensi yang melihatkan bentuk kemiskinan struktural. Salah satu 
upaya mengurangi kemiskinan adalah dengan memutus mata rantai 
kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan cara pengembangan 
microfinance, yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat 
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Selain kemiskinan, ada pula masalah kebutuhan hidup yang dihadapi 
oleh masyarakat Riau yaitu tidak berdayanya masyarakat pedesaan dalam 
mengembangakan usaha-usaha yang dapat menompang perekonomian 
mereka, sehingga kehidupan meraka masuk kedalam katagori keluarga miskin, 




Pemerintah provinsi Riau dalam membangun perekonomian 
masyarakat berupaya memberikan kekuatan masyarakat itu dengan 
menggunakan pendekatan operasional agar tercipta masyarakat riau yang 
sejahtera, dan mewujudkan komitmen pemerintah dengan merealisasikan 
kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
4
 Seperti halnya pembangunan 
kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan dan 
penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk 
mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik perorangan, 
keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung hak asasi 
manusia dan nlai-nilai budaya setempat.
5
 
Strategi pembangunan ekonomi juga merupakan unsur penting dalam 
melaksanakan pembangunan yang seutuhnya, pembangunan yang tidak hanya 
mengejar pembangunan lahir, namun lebih dari itu. Pembangunan pada semua 
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aspek kehidupan yang diiringi dengan keserasian dan keseimbangan, sehingga 
usaha pembangunan baru dapat dikatakan berhasil jika hasil-hasil 




Berdasarkan hal diatas pemerintah Riau memformulasikan sebuah 
kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pembangunan, seperti 
program PNPM Mandiri yaitu, program nasional penanggulangan kemiskinan 
berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui program 
harmonisasi dan pengembangan sistem, serta mekanisme dan prosedur 
program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk 
mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat, dalam upaya penanggualangan 
kemiskinan yang berkelanjutan. 
Program ini ditujukan agar masyarakat lebih berdaya, dengan cara 
melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka 
pembangunan desa serta tujuan lainnya yaitu dalam pengentasan kemiskinan.
7
 
PNPM Mandiri yang merupakan perwujudan nyata bagi penanggulangan 
kemiskinan di Indonesia, terkhusus di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, kabupaten 
Indragiri Hulu Riau yang meliputi 9 desa, yang salah satunya adalah Desa 
Kulim Jaya. 
PNPM Mandiri pedesaan dikecamatan Lubuk Batu Jaya memiliki 
program yang berupa pengalokasian dana untuk Pembangunan Sarana dan 
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Prasarana Desa serta Pemberdayaan Simpan Pinjam Perempuan. 
Pembangunan sarana dan prasarana desa lebih mengarah ke umum seperti 
pembangunan sekolah, kantor desa, air bersih dan lain lain. Dan 
pemberdayaan simpan pinjam perempuan lebih mengarah ke personal seperti 
untuk meningkatkan ekonomi kehidupan rumah tangga dengan cara 
meminjamkan uang atau modal untuk berbisnis. 
Seperti yang telah dikutip oleh Anwar dalam bukunya Manajemen 
Pemberdayaan Perempuan, Kartasasmita menjelaskan bahwa memberdayakan 
masyarakat adalah upaya untuk memperkuat unsur-unsur keberdayaan, untuk 
meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam 
kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga 
dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses 
memampukan dan memandirikan masyarakat.
8
  
Oleh sebab itu PNPM Mandiri menepatkan keterlibatan perempuan 
sebagai indikator capaian kinerja dan standar akuntabilitas pelaku-pelakunya, 
dengan harapan pelaksanaan di lapangan PNPM Mandiri mampu 
memfasilitasi dan memotivasi meningkatnya jumlah dan konstribusi 
perempuan dalam proses-proses pembangunan dan pemberdayaan ditingkat 
lokal (kelurahan/ desa). 
Dalam teori program pemberdayaan perempuan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah melalui PNPM Mandiri yaitu salah satunya adalah Simpan Pinjam 
Perempuan (SPP), dimana kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) 
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merupakan kegiatan pemberian pemodalan untuk kelompok perempuan yang 
mempunyai kegiatan simpan pinjam.
9
 Pemberian modal atau pinjaman ini di 
dalam islam disebut juga dengan qardh (utang piutang). Qardh biasanya 
diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai fasilitas pinjaman talangan pada 
saat nasabah mengalami overdraft. 
Dalam islam pula membantu dan saling menolong adalah anjuran 
bahkan menjadi wajib apabila orang disekeliling kita ada yang membutuhkan. 
Begitu pula halnya dalam tolong menolong memberikan pinjaman ataupun 
hutang kepada orang yang membutuhkan, sebagaimana dalam firman Allah 
SWT yang terdapat dalam surah al- Maidah ayat: 2 
                         
         
Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 




Dalam potongan ayat ini dijelaskan bahwa kita dianjurkan harus tolong 
menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam 
dosa dan pelanggaran. Seperti halnya pinjam meminjam menurut islam 
merupakan sebagian bentuk tolong menolong yang tentunya boleh dilakukan 
dan tidak berdosa selagi itu bersifat hal yang positif. 
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Dan tujuan umum dari SPP adalah untuk mengembangkan potensi 
kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala 
mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat 
kelembagaan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga 
miskin dan penciptaan lapangan kerja. 
Adapun data Pinjaman dan data pemanfaatan dana pada tahun 2018: 
1. Adapun data pinjaman yang diberikan kepada kelompok SPP di Desa 
Kulim Jaya terdapat dalam tabel dibawah ini: 
Tabel I.1 










1 Akasia 1 Rp. 45.000.000 23/02/2018 12 Bulan 
2 Akasia 2 Rp. 50.000.000 23/02/2018 18 Bulan 
3 Pinang Jaya Rp. 65.000.000 23/02/2018 12 Bulan 
4 Merbau Jaya Rp. 67.000.000 23/02/2018 18 Bulan 
5 Cut Mutia Rp. 73.000.000 23/02/2018 12 Bulan 
6 Kartika 2 Rp. 67.000.000 23/03/2018 18 Bulan 
7 Patin 1 Rp. 110.000.000 27/04/2018 18 Bulan 
8 Pinang Jaya 2 Rp. 90.000.000 27/04/2018 18 Bulan 
9 Pinus Rp. 40.000.000 27/04/2018 18 Bulan 
10 Patin IV Rp. 80.000.000 28/08/2018 12 Bulan 
11 Koi Rp. 120.000.000 28/08/2018 18 Bulan 
12 Anggur Rp. 88.000.000 24/09/2018 12 Bulan 
13 Berkah Jaya Rp. 78.000.000 24/10/2018 18 Bulan 
14 Pinang Jaya 3 Rp. 27.000.000 24/10/2018 12 Bulan 
15 Bunga Rp. 145.000.000 26/12/2018 12 Bulan 
16 Kartika 1 Rp. 62.000.000 26/12/2018 18 Bulan 
17 Anggrek Rp. 22.000.000 28/12/2018 18 Bulan 
Total Rp. 1.229.000.000 
Sumber Data: Database Kelompok SPP Per Desa 2018 
Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 
masing-masing kelompok SPP mendapatkan jumlah konstribusi yang 
berbeda-beda, dikarenakan dana yang diberikan itu tergantung kebutuhan 




itu bergabung dalam SPP ini. Waktu pencairan dana juga berbeda-beda, 
didahulukan kelompok-kelompok yang mendapatkan IPTW (Isentif 
Pembayaran Tepat Waktu). 
2. Berikut adalah data pemanfaatan dana yang telah diterima oleh masing-
masing anggota, terdapat dalam tabel dibawah ini: 
Tabel I.2 














1 Nuryani  Dagang Ayam Rp. 25.000.000 18 Bulan 
2 Nur Ervina Jual Tuperware Rp. 15.000.000 18 Bulan 
3 Ita Martiani Perkebunan Rp. 10.000.000 18 Bulan 
4 Linda Nurhaeni  Dagang Sosis & Tuperware Rp. 10.000.000 18 Bulan 
5 Sri Lestari Dagang Sosis Rp. 7.000.000 18 Bulan 
Total Rp. 67.000.000 
Sumber Data: Database Kelompok SPP Per Desa 2018 
Dari data di atas dituliskan bahwa kelompok Merbau Jaya 
mendapatkan dana sebesar Rp. 67.000.000 dan dana tersebut diberikan 
kepada anggota dari kelompok Merbau Jaya yang berjumlah 5 orang. 
Masing-masing anggota mendapatkan jumlah pinjaman yang berbeda-beda 
tergantung jenis usaha yang akan ataupun sedang di jalankannya. 
Berdasarkan tabel 1.2 dana pinjaman yang didapat digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tanggannya. Yang sebagian 
besar dana tersebut digunakan mereka untuk membuka usaha dengan cara 
berdagang. Seperti dagang ayam potong, tuperware, dagang sosis dll. 
Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang penulis lakukan 
kepada responden yang menerima dana pinjaman SPP tesebut. Dari data 






 Beliau bercerita bahwa sebelum mengikuti program SPP 
ini, pendapatan beliau hanya sekedar cukup saja tanpa bisa menabung, 
dikarenakan ayam yang beliau stock dari agen hanya sedikit. Dalam 1 
bulan Ibu Nuryani hanya mampu stock ayam sebanyak 3,5 kwintal. 
Namun semenjak beliau mengikuti program SPP, alhamdulillah beliau 
bisa stock ayam lebih banyak dari yang awalnya hanya bia 3,5 kwintal/ 
bulan, kini beliau bisa mencapai 6 sampai 7 kwintal/bulan. Dan beliau 
pula bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung. 
Tidak hanya ibu Nuryani, adapula ibu Sri Lestari yang juga 
mengikuti program simpan pinjam perempuan ini, namun beliau mengaku 
jarang sekali mendapatkan untung dari hasil usaha yang beliau jalani. 
Biasanya hanya dapat modal kembali atau bahkan modalnya kurang, 
namun terkadang ibu Sri Lestari mendapatkan untung, dan untung yang 
beliau dapatkan tidaklah banyak, dalam 1 bulan paling banyak untung 
yang beliau dapat hanya Rp. 1.000.000 saja itu sudah dikurangin dengan 
modal.  
Beliau merasa tidak ada perubahan sebelum dan sesudah mengikuti 
simpan pinjam perempuan ini, dikarenakan untung yang sedikit itu 
digunakannya untuk membayar cicilan pinjaman simpan pinjam yang 
beliau ikutin.
12
 Dan fenomena dilapangan penulis dapatkan bahwa banyak 
sekali masyarakat desa yang mengikuti program Simpan Pinjam 
Perempuan ini, tetapi masih ada sebagian dari mereka yang belum 
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mengalami perubahan dalam kehidupannya. Bagi para responden atau 
anggota SPP dalam pengembalian pinjaman juga masih ada yang 
menunggak. 
Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan, penulis tertarik 
untuk mengkaji lebih lagi mengenai “PERANAN SIMPAN PINJAM 
PEREMPUAN (SPP) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM MENINGKATKAN 
EKONOMI KELUARGA DITINJAU MENURUT EKONOMI 
SYARIAH DI DESA KULIM JAYA” 
 
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan 
maka penulis membatasi permasalahan ini pada “Peranan Simpan Pinjam 
Perempuan (SPP) dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Kulim 
jaya di tinjau Menurut Ekonomi Syariah”. 
 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam 
meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Kulim Jaya? 
2. Bagaimana pandangan ekonomi syariah mengenai program Simpan 










D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam 
meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Kulim Jaya. 
b. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Syariah mengenai program 
Simpan Pinjam Perempuan (SPP). 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi peneliti 
Sebagai proses pembelajaran dan mempraktekan metode yang 
dipelajari dibangku perkuliahan untuk menghadapi masalah didunia 
nyata yang berkenaan dengan peranan simpan pinjam perempuan, dan 
sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana Ekonomi Syariah pada 
Priodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUSKA 
Riau. 
b. Bagi instansi 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemahaman 
dan bahan evaluasi mengenai peranan simpan pinjam perempuan di 
pedesaan dalam meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. 
c. Bagi pembaca 
Sebagai referensi bagi orang yang akan mempelajari simpan 







E. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini berada di Desa Kulim Jaya, Kecamatan 
Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan memilih lokasi ini 
dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana peranan simpan pinjam 
perempuan, sudah berperan atau belum program ini di kalangan 
masyarakat, terkhusus dalam perekonomian rumah tangga/keluarga. 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini yaitu program Simpan Pinjam 
Perempuan (SPP) pada PNPM Mandiri di Kecamatan Lubuk Batu Jaya. 
Objek penelitian ini yaitu nasabah atau masyarakat yang tergabung 
dalam organisasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM Mandiri 
di Desa Kulim Jaya dari tahun 2018. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah 
penerima pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diberikan 
kepada 17 kelompok di Desa Kulim Jaya yang berjumlah 107 orang.  
Peneliti hanya menggunakan data nasabah pada tahun 2018 dan pengurus 





Sampel adalah sebagian dari populasi. Penentuan ukuran sampel 






     
 
  
   
  (       ) 
 
        
Dimana: 
n : ukuran sampel 
N : ukuran populasi 
e : standar eror (10%) 
Berdasarkan perhitungan, jadi jumlah sampel di ambil sebanyak 53 
orang, dimana 5 orang untuk wawancara pengurus UPK dan 48 orang dari 
nasabah yang mengikuti simpan pinjam didesa Kulim Jaya. Untuk 
penarikan sampelnya penulis menggunakan Random Sampling yakni 
dengan mengedepankan prinsip bahwa setiap sampel atau individu 
memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilihnya secara acak.
14
 
Dikarenakan bentuk pinjaman ini bersifat kelompok, maka untuk 
mewakili anggota populasi maka sampel yang akan di pilih dari masing-
masing kelompok ada yang 3 orang adapula yang 2 orang. 
 
                                                             
13
 Consuelo G. Sevilia, dkk. Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: Penerbit Universitas 
Indonesia, 1993) h. 161 
 
14
 Haris Herdiansyah. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: 




4. Sumber Data 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang 
menggunakan semua metode pengumpulan data original. Seperti 
wawancara dengan ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dan ketua 
kelompok serta penyebaran kuesioner kepada penerima pinjaman 
Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). 
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari sumber yang 
sudah ada. 
c. Data Tersier yaitu suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan 
sekunder. 
5. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung untuk melihat 
bukti secara jelas apa yang terjadi di lapangan. 
b. Wawancara yaitu melakuakan komunikasi secara langsung kepada 
responden sebagai sumber penelitian penulis, dengan cara mengajukan 
sejumlah pertanyaan yang menyangkut masalah penelitian. 
c. Angket (Kuesioner) yaitu cara pengumpulan data memberikan daftar 





6. Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data secara 
deskriptif kualitatif, yakni setelah semua data telah berhasil penulis 
kumpulkan, maka penulis akan dijelaskan secara rinci dan sistematis 
sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas 
kesimpulan akhirnya. 
7. Metode Penulisan 
Didalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode: 
a. Metode Deduktif, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan 
menggunakan kaidah-kaidah atau pendapat yang bersifat umum, 
kemudian dianalisa dan di ambil kesimpulan secara khusus. 
b. Metode Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menjelaskan data-
data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh gambaran secara 
utuh dan apa adanya tanpa ada mengurangi atau menambah sedikitpun 
tentang permasalahan yang diteliti. 
 
F. Penelitian Terdahulu 
Setelah penulis membaca dan mempelajari karya ilmiah sebelumnya, 
penulis sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian 
sebelumnya, antara lain: 
1. Mita Eriasti (2010) mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah 
dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
dengan judul “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - 




Masyarakat Desa Batu Gajah Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu 
Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”.
15
 Adapun penelitian ini menjelaskan 
tentang efektif nya program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Batu 
Gajah. 
  Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama 
membahas pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan perdesaan dan letak 
perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu jika dalam 
penelitian saudari Mita Eriasti membahas mengenai efektivitasnya, 
sedangakan dalam penelitian yang penulis lakukan ialah membahas 
tentang Peranan SPP dalam meningkatkan Ekonomi Keluarga. 
2. Deli Delpita (2012) mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 
Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau dengan judul “Peranan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) 
Melalui Program Nasional Pemberdaya Masyarakat (PNPM) Mandiri 
Pedesaan dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat ditinjau 
Menurut Presepektif  Ekonomi Islam di Kecamatan Kampar Timur”. 
Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwasannya SPP ini mempunyai 
perananan yang sangat penting terhadap perekonomian masyarakat
16
.  
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  Adapun persamaan dalam penelitian saudari Deli Delpita dengan 
penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti perana 
PNPM-SPP. Sedangkan letak perbedaannya adalah pada tahun penelitian, 
tempat penelitian, waktu penelitian dan subjek penelitian. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk 
mempermudah jalan pikiran untuk memaknai secara keseluruhan isi skripsi, 
dan agar laporan ini tersusun secara sistematis dan terarah maka penulis 
menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
 Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang, Batasan Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode 
Penelitian dan Sistematika Penulisan. 
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PNPM 
MANDIRI PEDESAAN  
 Bab ini berisi tentang:Gambaran Umum Desa Kulim Jaya dan 
Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM) Mandiri Pedesaan, Gambaran Umum UPK. 
BAB III LANDASAN TEORI 
 Bab ini berisi tentang: Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Serta 
Indikator Pemberdayaan Masyarakat, Peran Pemberdayaan 
Perempuan, Pengertian Simpan Pinjam & Simpan Pinjam dalam 




BAB IV HASIL PENELITIAN 
 Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang meliputi: peranan 
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam meningkatkan ekonomi 
keluarga di Desa Kulim Jaya, serta tinjauan ekonomi syariah 
terhadap pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa 
Kulim Jaya. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini merupakan bab penutup, dimana pada bab ini akan 
















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PNPM MANDIRI 
 
A. Gambaran Umum Desa Kulim Jaya 
1. Sejarah Desa Kulim Jaya 
Desa Kulim Jaya adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Lubuk 
Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, yang menurut beberapa tokoh 
masyarakat setempat dikenal karena keberadaannya saat itu adanya sebuah 
pondok kulim, serta banyaknya tanaman kayu hutan yaitu kayu kulim. 
Maka hasil kesepakatan para tokoh serta pemuka pada saat itu sepakat 
untuk mengabadikannya menjadi nama desa yaitu Desa Kulim Jaya. 
Dimana Kulim di ambil dari adanya pondok kulim dan banyaknya kayu 
kulim di wilayah ini dan jaya diambil dengan harapan nama tersebut akan 
membawa masyarakat menjadi masyarakat yang berjaya. 
Desa kulim jaya mulai terbentuk pada tahun 1991 melalui program 
Transmigrasi pola PRIBUN yang didatangkan dari masyarakat Jawa, 
mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Jawa Barat yang Persentasenya 
mencapai 60% ditambah masyarakat lokal 40%, dan saat itu dipimpin oleh 
seorang Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) dari Depertemen 
Transmigrasi bernama Simbolon.
17
 Pada tahun1994 pengelolaan desa 
diserahkan kepada Pemerintah daerah Provinsi Riau, dan selanjutnya 
dipilihnya PJS Kepala Desa yaitu bapak Selamet Waldi, sampai akhirnya 
Desa Kulim Jaya mengadakan pilkades yang pertama dan terpilihlah bapak 
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Selamet Waldi menjadi Kepala Desa Devinitif Kepala Desa Kulim Jaya 
sampai dengan tahun 2004. 
Selanjutnya pada tahun 2004 Kepala Desa mencalonkan dirinya 
sebagai calon anggota Legislatif dan mengundurkan diri sebagai Kepala 
Desa dan diangkatlah dari Sekdes menjadi PJS Kepala Desa yaitu bapak 
Parlan, serta pada tahun 2004 mengangkat sekretaris desa yang baru yaitu 
bapak Moh. Fadholi, dalam kurun waktu 3 tahun kembali Desa Kulim 
Jaya mengadakan pilkades yang kedua kalinya, dan terpilihlah bapak 
Junaidi dan mengangkat sekretaris desa yaitu bapak Moh, Fadholi hingga 
pada tahun 2007 diangkatlah bapak sekdes menjadi PNS. 
Pada tahun 2013 diadakannya pilkades yang ke 3, dan terpilihlah 
bapak Suharto sebagai kepala desa dan sekretaris desa yaitu bapak Moh. 
Fadholi hingga saat ini. 
2. Letak luas dan batas Desa Kulim Jaya 
Desa Kulim Jaya merupakan desa yang terletak di Kecamatan 
Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Desa Kulim Jaya adalah salah 
satu dari Sembilan desa yang berada dikecamatan Lubuk Batu Jaya. Desa 
lain yang terdapat dikecamatan Lubuk Batu Jaya adalah: Desa Rimpian, 
Desa Lubuk Batu Tinggal, Desa Pondok Gelugur, Desa Sei. Beberas Hilir, 





Desa Kulim Jaya memiliki luas wilayah 1.726 Ha.
18
 dengan batas-
batas wilayah sebagai berikut: 
a. Sebelah utara Desa Air Putih 
b. Sebelah selatan Desa Sei. Banyak Ikan 
c. Sebelah timur Desa Sei. Beras Hilir 
d. Sebelah barat Desa Tasik Juang/ Sei. Beras-beras 
3. Kependudukan 
Penduduk laki-laki berjumlah 2.533 orang dan jumlah penduduk 
perempuan adalah 2.355 orang, jadi total penduduk Desa Kulim Jaya 
berjumlah 4.888 orang yang terdiri dari 1.399 kepala keluarga.
19
 Jika 
dilihat menurut sosial ekonomi, pada umumnya masyarakat Desa Kulim 
Jaya bekerja sebagai petani kelapa sawit. Hal ini mengingat bahwa Desa 
Kulim Jaya merupakan daerah transmigrasi yang sebagian besar 
wilayahnya ditanami kelapa sawit.  
Sumber mata pencarian atau pekerjaan masyarakat Desa Kulim 
Jaya yang dapat dilihat dalam tabel berikut: 
Tabel II.1 
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kulim Jaya 
No Jenis Pekerjaan Jumlah Presentase 
1 Petani  933 19.1% 
2 Buruh tani 120 2.5% 
3 PNS 35 0.7% 
4 Pedagang 14 0.3% 
5 Bidan swasta 4 0.1% 
6 Pensiunan TNI/POLRI 2 0.0% 
7 Lain-lain 3.780 77.3% 
Total  4.888 100% 
  Sumber Data:Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan 2018 
                                                             
18
 Daftar Isian Potnsi Desa dan Kelurahan, h. 1 
 
19
 Ibid, h.18 
 
1 

































B. Gambaran Umum PNPM (Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat) Mandiri Pedesaan 
Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM 
Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah 
khusus dan desa tertinggal.
20
 PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk 
mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. 
Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari 
Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. 
Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan 
pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, 
serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. 
Pada tahun 2010 Kecamatan Lubuk Batu Jaya mendapatkan Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan pertama 
kalinya dan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 532.977.150,-. Desa yang 
berpartisipasi sebanyak 9 desa, dan semuanya mendapatkan pendanaan dari 
PNPM Mandiri Pedesaan. Adapun kegiatan yang dilakukan semuanya 
merujuk kepada Petunjuk Teknisi Operasional yang telah di atur langsung 
Oleh PNPM Mandiri pusat. Bentuk program yang telah dilaksanakan adalah 
pembangunan infrastruktur, pembiayaan beasiswa dan simpan pinjam khusus 
perempuan. 
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Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) 
merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang 
mempunyai kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan 
untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan 
akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial 
dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta 
mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. 
Tujuan Khusus Simpan Pinjam Perempuan:
21
 
1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun 
sosial dasar. 
2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah 
tangga melalui pendanaan modal usaha. 
3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum 
perempuan.   
Ketentuan dasar dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan ini adalah: 
4. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat 
mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan. 
5. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok 
yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam 
pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman. 
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6. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang 
profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian 
dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan. 
7. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi 
pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan 
aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. 
8. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus 
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 
1. Visi dan Misi PNPM Mandiri Pedesaan 
a. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan 
kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti 
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti 
mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada 
di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar 
lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi 
masalah kemiskinan.  
b. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:  
1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya. 
2) Pelembagaann dan pengintegrasian pembangunan partisipatif.  
3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal.  
4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar 
dan ekonomi masyarakat. 




Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan. 
strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan 
masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan 
pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan 
kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi 
yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan 
pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui 
PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan 
tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, 
setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan 
Kecamatan (PPK). 
2. Tujuan PNPM Mandiri Pedesaan 
Tujuan umum PNPM Mandiri Pedesaan meningkatkan 
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan 
dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan 
pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.
22
 Tujuan khusus: 
a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat 
miskin ataupun kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan 
kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan 
kedalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan 
b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, 
representative dan akuntabel. 
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c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, 
program dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin. 
d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, 
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat 
dan kelompok peduli lainnya untu mengefektifkan upaya-upaya 
penanggulangan kemiskinan. 
e. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas 
pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam 
menanggulangi kemiskinan diwilayahnya, 
f. Meningkatnya moral sosial masyarakat yang berkembang sesuai 
dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan 
lokal. 
g. Meningkatkan inofasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi 
dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. 
Pada tahun 2014 bulan desember, resmilah PNPM Mandiri 
pedesaan berakhir diseluruh Indonesia termasuk Kecamatan Lubuk Batu 
Jaya. Namun meninggalkan aset berupa aset Fisik dan aset Dana Bergulir. 
Untuk Aset fisik pada saat pengakhiran PNPM telah dilaksanakan 
Musyawarah Desa pengakhiran PNPM di 9 Desa yang ada di Kecamatan 
Lubuk Batu Jaya dengan hasil musyawarah semua aset sarana prasarana 
diserahkan ke Desa dengan cara aset yang sudah diserahkan oleh Tim 




untuk kepentingan seluruh masyarakat dan harus menjadi aset desa agar 
mendapat kepastian hukum. Maka perlu rasanya diadakan Inventarisasi 
Aset dari hasil pembangunan PNPM Mandiri Perdesaan yang artinya 
proses Pendataan, penilaian data awal, Verifikasi dengan cara melihat 
kondisi fisik sarana prasarana hasil PNPM Mandiri Perdesaan. Seluruh 
Aset Desa yang ditetapkan menjadi aset Desa dan aset antar Desa wajib 
dipelihara dan di lestarikan oleh Pemerintah Desa. Salah satunya dengan 
cara setiap desa membentuk Tim Pengelola, Tim Pemelihara Sarana 
Prasarana Desa serta pemeliharaan dan pelestarian asset Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDES) atau 
sumber lainnya yang sah.  
 Sedangkan untuk dana bergulir seperti simpan pinjam perempuan 
penyerahan aset ke desa hanya sekedar administrasi namun 
pengelolaannya masih tetap di kelola oleh Unit Pengelola Kegiatan yang 
berada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya yang saat ini di bawah Program 
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa di bawah 
Koordinasi tim dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Cara kerja Unit 
pengelola Kegiatan dalam mengelola dana bergulir di Kecamatan diatur di 
dalam Aturan Kelembagaan dan didalam Standar Operasional Prosedur 
Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa ( BKAD ) dengan tupoksinya 
mampu memberikan kontribusi bagi UPK Kecamatan Lubuk Batu Jaya 
dan desa-desa yang ada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Perannya sebagai 




mampu menjalankan Koordinasi Antar Desa sehingga tercipta suasana 
yang kondusif baik dalam suatu forum maupun pada tahap pelaksanaan 
dan tahap pelestarian yang untuk UPK sangat merasa terbantu dan 
diharapkan dapat lebih meningkatkan peran aktifnya agar tercipta UPK 
yang kuat, solid dan mampu manjalankan Visi dan Misinya.  
 
C. Gambaraan Umum UPK (Unit Pengelola Kegiatan) 
1. Letak Luas dan Batas 
Unit Pengelola Kegiatan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya bernama 
UPK “JAYA BERSAMA” dengan alamat kantor di Jalan Nara Singa No.1 
Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten 
Indragiri Hulu. Kecamatan Lubuk Batu Jaya merupakan Kecamatan 
pemekaran dari Kecamatan Pasir Penyu yang di resmikan pada tahun 
2014. Kecamatan Lubuk Batu Jaya terdiri dari 9 Desa diantaranya 6 Desa 
Transmigrasi dan 3 Desa Induk /Asli yang terdiri dari berbagai suku yaitu 
Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Batak, Suku   Minang, Suku sunda dan 
lain-lain yang tersebar di 9 Desa yaitu Desa Rimpian, Desa Pondok 
Gelugur, Desa Lubuk Batu Tinggal, Desa Sei Beberas Hilir, Desa Sei 
Beras – Beras, Desa Tasik Juang, Desa Pontian Mekar, Desa Kulim Jaya 
dan Desa Air Putih. 
Secara umum Kecamatan Lubuk Batu Jaya memiliki Luas 175,623 
Km atau sama dengan 17.562,3 Hektar. Yang terdiri dari daratan dan 





a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan    
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kelayang 
c. Sebelah Timur  berbatasan dengan  Kecamatan Sei lala dan Kecamatan 
Lirik 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pelalawan dan 
Kecamatan Kelayang. 
2. Visi Misi UPK Jaya Bersama sebagai berikut : 
VISI :  
Sebagai Lembaga kegiatan masyarakat di Kecamatan lubuk batu 
Jaya dalam upaya meningkatkan kegiatan dibidang Ekonomi khususnya 
dan kesejateraan Masyarakat pada Umumnya. 
MISI: 
a. Mengembangkan Profesionalisme SDM dalam pengelolaan kegiatan 
bagi kepentingan Pemberdayaan Masyarakat. 
b. Mengembangkan demokrasi melalui penerapan Prinsip – prinsip 
transparan, partisipasi, dan keterpihakan kepada masyarakat kurang 
mampu. 
c. Mengembangkan kegiatan Ekonomi Produktif dan meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat melalui pemberian manfaat nyata terutama 





3. Strategi yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan dalam 
mengelola kegiatannya dengan cara : 
a. Menghimpun Masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan lembaga 
keuangan mandiri. 
b. Memfasilitasi Pembentukan Kelompok SPP ( Simpan Pinjam Khusus 
Perempuan ) 
c. Mengadakan Pembinaan dan meningkatkan kemampuan administrasi 
maupun keahlian administrasi kelompok spp sebagai nasabah UPK 
JAYA Bersama Kecamatan Lubuk Batu Jaya. 
d. Memberikan Pinjaman Modal bagi kelompok sesuai dengan AD/ART 



















Misni    
Ketua Tim Verifikasi 
Sri Muamah 
Sekretaris Tim Verifikasi 
Joko Purnomo 
Anggota Tim Verifikasi 
Angga Hardianto 
Sekretaris UPK 
Sri Utami, S.E 
Bendahara UPK 
Yusuf Candra Saragih  
 
Kelompok SPP 
Ketua Tim Pendanaan 
Nur Ali 
Anggota Tim Pendanaan 
Marto 
Angoota Tim Pendanaan 
Nina Rochana 
Angoota Tim Pendanaan 
Masita  
Angoota Tim Pendanaan 










A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 
Defenisi pemberdayaan biasanya menekankan pada isu-isu 
mendapatkan kemampuan dan mengontrol terhadap keputusan dan sumber 
daya yang menentukan kualitas hidup seseorang. Namun, penulis lain 
menekankan defenisi pemberdayaan pada level yang berbeda-beda, baik 
pribadi yang mencakup rasa percaya diri dan kemampuan seseorang dan 
relasional yang menekankan kemampuan bernegosiasi dan mempengaruhi 
hubungan dan keputusan serta dalam label kolektif.
23
 Kabeer memfokuskan 
defenisi pemberdayaan pada tiga dimensi yang menentukan dalam 
menggunakan stategi pilihan dalam kehidupan seseorang, yaitu akses terhadap 
sumber daya, agen dan hasil. Amartya Sen mendefenisikan pemberdayaan 
dengan menekankan pentingnya kebebasan hakiki dan kebebasan individual 
dalam memilih dan mendapatkan hasil yang berbeda-beda (Deepa Naryan, et 
al., 2002:10). 
Menurut Jim lfe, pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, 
kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan kepada warga untuk meningkatkan 
kemampan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan 
berpartisiasi dalam dan memperngaruhi kehidupan dari masyarakatnya 
(empowerment mens providing people with the resources, opportunities, 
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knowledge, and skill to increase their capacity to determine thei own future, 
and to participate in and affect the life of their community) (lfe, Jim, 
1995:182). 
World Bank mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk 
memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat 
(miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan 
pendapat, ide atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian 
untuk memilih (choice), sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang 
terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya.  
Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya 
peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan)untuk 
menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, 
berpartisipasi, bernegoisasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan 
masyarakat secara bertanggung-gugat (accountable) demi perbaikan 
kehidupannya. 
Sumodiningrat (1997) menyatakan bahwa hakikat dari pemberdayaan 
berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dalam kata lain manusia dan 
kemanusiaan sebagai tolak ukur normatif, struktural, dan substansial.
24
 
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 
martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk 
melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. 
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Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi: 
1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 
berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa 
setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat 
dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, 
karena jika demikian pasti akan punh. Pemberdayaan adalah upaya untuk 
membangun daya itu dengan mendorong, memotivasikan dan 
membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya 
untuk mengembangkannya. 
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). 
Dalam upaya pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah 
peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kedalam 
sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, 
lapangan kerja dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut 
pembangunan sarana dan prasarana dasar fisik seperti irigasi, jalan, listrik, 
maupun social seperti sekolah, dan fasilitas layanan kesehatan, yang dapat 
dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan 
lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran dipedesaan. 
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses 
pemberdayan harus dicegah, yang lemah menjadi semakin lemah, oleh 
karena kekurang berdayanya masyarakat yang lemah dalam menghadapi 




masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, 
tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. 
Menurut Dhal (1963) pemberdayaan yang berasal dari kata empowerment  
sangat berkaitan dengan kekuatan atau kekuasaan (power). Karena itu 
pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kekuatan atau 
kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain, yang sebaliknya tidak 
di kehendaki oleh pihak lainnya lagi. 
Jadi pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat 





B. Indikator Pemberdayaan Masyarakat 
Agar para fasilitator mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan maka 
perlu diketahui berbagai indikator yang dapat seseorang itu berdaya atau tidak, 
sehingga ketika pendampingan social diberikan segenap upaya dapat 
dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari penerima manfaat perubahan 
(keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi, dan Riley 
mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut 
sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan (Girvan, 2004):
26
 
1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau 
wilayah tempat tinggalnya, seperti pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah 
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ibadah, kerumah tetangga. Tingkat mobilitas ini di anggap tinggi jika 
individu mampu pergi sendirian. 
2. Kemampuan membeli komoditas “kecil”: kemampuan individu untuk 
membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak 
tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun 
mandi, bedak rokok dan shampo). Individu di anggap mampu melakukan 
kegiatan ini terutama ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta 
izin pasangannya, terlebih jika ia membeli barang-barang tersebut dengan 
menggunakan uangnya sendiri. 
3. Kemampuan membeli komoditas “besar”: kemampuan individu untuk 
membeli barang-barang sekunder atau tersier. Poin tinggi diberikan 
terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta 
izin pasangannya, terlebih jika ia membeli barang-barang tersebut dengan 
menggunakan uangnya sendiri. 
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu 
membuat keputusan secara sendiri maupun bersama mengenai keputusan - 
keputusan keluarga, misalnya renovasi rumah, pembelian hewan ternak, 
memperoleh kredit usaha. 
5. Kebebasan relative dari dominasi keluarga: responden ditanya apakah 
dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) 
yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa izinnya; yang 




6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai 
pemerintah desa/kelurahan; seseorang anggota DPR setempat, nama 
presiden dan lain-lain. 
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes; seseorang dianggap 
“berdaya” jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain 
melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang 
mengabaikan suami dan keluarganya, dan lain-lain. 
8. Jaminan ekonomi dan konstribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, 
tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang di anggap memiliki poin tinggi 
jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari 
pasangannya. 
Dalam berbagai indikator ini, ada beberapa indikator pemberdayaan 
yang dianggap sesuai dengan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan, 
diantaranya: 
1. Kemampuan membeli komoditas “kecil”: kemampuan individu untuk 
membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak 
tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun 
mandi, bedak rokok dan shampo). Individu di anggap mampu melakukan 
kegiatan ini terutama ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta 
izin pasangannya, terlebih jika ia membeli barang-barang tersebut dengan 
menggunakan uangnya sendiri. 
2. Kemampuan membeli komoditas “besar”: kemampuan individu untuk 




terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta 
izin pasangannya, terlebih jika ia membeli barang-barang tersebut dengan 
menggunakan uangnya sendiri. 
3. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu 
membuat keputusan secara sendiri maupun bersama mengenai keputusan - 
keputusan keluarga, misalnya renovasi rumah, pembelian hewan ternak, 
memperoleh kredit usaha. 
4. Jaminan ekonomi dan konstribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, 
tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang di anggap memiliki poin tinggi 
jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari 
pasangannya. 
Dalam hubungan ini, kartasasmita (1997) mengemukakan bahwa untuk 
mengetahui seberapa jauh pemberdayaan masyarakat telah berhasil, perlu ada 
pemantauan dan penetapan sasaran, sejauh mungkin yang dapat diukur untuk 
dapat dibandingkan. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, keberhasilan 
dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut tentang ekonomi, 
kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan 
politis jenis (Suharto, 2004). Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat 
dimensi kekuatan, yaitu: kekuasaan didalam (power within), kekuasaan untuk 
(power to), kekuasaan atas (power over) dan kekuasaan dengan (power with). 
Mardikanto (2003) mengemukakan beberapa indikator keberhasilan 





1. Jumlah warga yang secara nyata tetarik untuk hadir dalam tiap kegiatan 
yang dilaksanakan. 
2. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan. 
3. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh 
pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan. 
4. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyrakat yang ditujukan 
untuk kelancaran pelaksanaan program pengendalian. 
5. Jumlah dana yang dapat di gali dari masyarakat untuk menunjang 
pelaksanaan program kegiatan. 
6. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah. 
7. Meningkat kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. 
8. Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit malaria. 
9. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap pelunya peningkatan 
kehidupan kesehatan. 
10. Meningkatnya kemandirian kesehatan masyarakat. 
 
C. Peran Pemberdayaan Perempuan 
1. Peran adalah aspek dinamis dari status yang sudah terpola dan berada 
disekitar hak dan kewajiban tertentu.
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2. Peran berhubungan dengan status seseorang pada kelompok tertentu atau 
situasi sosial tertentu yang dipengaruhi oleh seperangkat harapan orang 
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lain terhadap perilaku yang seharusnyaditampilkan oleh orang yang 
bersangkutan. 
3. Pelaksanaan suatu peran dipengaruhi oleh citra (image) yang ingin 
dikembangkan oleh seseorang. Dengan demikian peran adalah keseluruhan 
pola budaya yang dihubungkan dengan status individu yang bersangkutan 
4. Penilaian terhadap keragaan suatu peran sudah menyangkut nilai baik dan 
buruk, tinggi dan rendah, atau banyak maupun sedikit. Peran gender yang 
dibebankan pada seseorang atau sekelompok orang didalam suatu 
masyarakat ditentukan oleh keadaan ereka sebagai perempuan atau lelaki 
yang mencakup aspek penilaian. 
Peran adalah aspek dinamis dari status dan berkembang sesuai dengan 
model peranan yang disepakati dan dilaksanakan untuk pemegang status 
tertentu. Status adalah cerminan dari posisi dan kedudukan seseorang 
dimasyarakat yang sudah mencakup penilaian baik-buruk, tinggi-rendah dari 
suatu praktik peranan tertentu. 
Peran perempuan Indonesia dalam pembangunan nasional adalah suatu 
hal yang penting dan isu menarik sepanjang masa. Sebelumnya perencanaan 
pembangunan mengabaikan perempuan yang merupakan setengah dari 
populasi. Padahal mereka adalah sumberdaya manusia (SDM) paling 
signifikan, dimana konstribusi ekonomi mereka memiliki kesetaraan status, 
sama halnya dengan lelaki. 
Pemberdayaan perempuan adalah upaya memperbaiki status dan peran 




dan kemandirian organisasi perempuan. Pemberdayaan perempuan diindikasi 
oleh situasi ketika sebagian besar mayoritas dari perempuan akan mampu 
menikmati “kebebasan memilih” untuk mandiri dan mengembangkan diri 
sehingga dapat memiliki kesetaraan akses terhadap sumberdaya di ranah 
domestik atau publik, memperoleh kesempatan dan kekuasaan.  
Dibawah kabinet Gus Dur tahun 1999, untuk pertama kalinya DPR 
mengidentifikasi keadilan dan kesetaraan gender (KKG) sebagi suatu 
kebijakan pembangunan nasional dalam garis-garis besar haluan Negara 
(GBHN). Nama Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MenNeg 
UPW) oleh Presiden diubah menjadi Kementrian Pemberdayaan Perempuan 
(KemenNeg PP).
28
 nomenklatur kementrian ini mengidentifikasi komitmen 
pemerintah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG). Tujuan 
dari KKG adalah 1) memperbaiki kualitas kehidupan perempuan dalam 
sebuah bidang pembangunan, 2) memperkuat peran aktif komunitas dan 
memperbaiki kualitas dari kelembagaan. 
Selanjutnya biro kependudukan, kesejahteraan sosial dan 
pemberdayaan perempuan (BKKSPP), dibawah badan perencaaan nasional 
(Bappenas) telah menakankan PUG sebagai salah satu dari sstategi kebijakan 
nasional dalam rangka pemberdayaan perempuan. Kemudian GBHN 
mempromosikan pemberdayaan perempuan, adalah untuk hal-hal berikut: 
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1. Memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa 
melalui kebijakan nasional yang dilakukan oleh instansi yang dapat 
mencapai kesetaraan dan keadilan gender. 
2. Memperbaiki kualitas peran dan kemandirian dari organisasi perempuan 
seraya mempertahankan kesatuan nilai dan nilai-nilai historis perjuangan 
perempuan dalam rangka untuk melanjutkan upaya pemberdayaan 
perempuan, keluarga dan kesejahteraan sosial. 
 
D. Pengertian Simpan Pinjam 
1. Simpanan (Deposit) 
Simpanan adalah sebuah barang atau uang yang dititipkan dari satu 
pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga 
dan dikembalikan oleh sipenerima titipan, kapanpun si penitip 
menghendaki.
29
 Simpanan menurut Undang-Undang Perbankan No 10 
tahun1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat 
ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan 
itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya sesuai perjanjian antara 
lembaga keuangan dan penabung. 
a. Jenis-jenis Produk Simpanan 
Jenis-jenis produk simpanan yang dipakai dalam Lembaga 
Keuangan Syariah adalah: 
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Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai 
uang/ barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan 
kapan pun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib 
menyerahkan kembali uang atau barang tititpan tersebut (Nurhayati 
dan Wasilah, 2011:248).
30
 Namun penitip diperbolehkan untuk 
memberikan bonus kepada si penerima titipan sebagai imbalan jasa 
(ujrah). 
2) Mudhrabah 
Mudharabah secara terperinci diuraikan dlam PSAK 105. 
Kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariahyang diterbitkan 
oleh BI dalam wiroso 2011:326 menjelaskan bahwa mudharabah 
merupakan akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana atau 
modal (shahibul maal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) 
dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, 
sedangkan kerugian di tanggung pemilik dana (modal).
31
 
Fatwa Dewan Syariah Nasional 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Tabungan (simpanan/ deposito), mengatur sebagai berikut:
32
 
1) Tabungan ada 2 jenis: 
a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan 
yang berdasarkan perhitungan bunga. 
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b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan 
prinsip mudharabah dan wadiah. 
2) Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah: 
a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal 
atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola dana. 
b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya 
mudharabah dengan pihak lain. 
c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 
d) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 
dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan 
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi 
haknya. 
f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 
2. Pinjaman (Kredit) 
a. Pengertian Pinjaman (Kredit) 
Pinjaman dapat disamakan dengan kredit. Menurut Undang-




atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
33
 
Dalam arti luas pinjaman atau kredit itu diartikan sebagai 
kepercayaan. Dalam bahasa latin kredit  berarti “credere” yang artinya 
percaya. Maksudnya pemberi kredit percaya dengan penerima kredit, 
bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan 
perjanjian, sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima 
kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan 
atau membayar pinjaman sesuai jangka waktu.
34
 
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam-meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian balas 
jasa.
35
 Menurut Hendi Suhendi kredit yaitu berupa pinjaman atau 
hutang yang diberikan oleh si pemberi atau sipenerima kredit. Yang 
dimaksud dengan kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-
angsur, baik itu jual beli ataupun dalam pinjam meminjam.
36
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Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu 
fasilitas kredit adalah sebagai berikut: 
1) Kepercayaan 
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit 
bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali padaa 
masa yang akan dating sesuai jangka waktunya. 
2) Kesepakatan 
Kesepakatan merupakan kesepakatan antara pemberi kredit dengan 
penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu 
perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan 
kewajibannya masing-masing. 
3) Jangka waktu 
Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan kredit. 
4) Resiko 
Akibat adanya tenggang waktu maka pengembalian kredit akan 
memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet suatu 
pemberian kredit, maka akan semakin besar resikonya, begitu pula 
sebaliknya. 
5) Balas jasa 
Bagi pemberi kredit balas jasa merupakan keuntungan atau 





b. Jenis-Jenis Kredit 
Dalam praktek yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa 
jenis, beragam jenis usaha menyebabkan beragam pula kebutuhan akan 
dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit 
menjadi beragam. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari 
berbagai segi antara lain: 
1) Dilihat dari segi kegunaan 
a) Kredit investasi 
Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang 
biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau 
membangun proyek/ pabrik atau keperluan untuk rehabilitas.  
b) Kredit modal kerja 
Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk 
keperluan meningkatnya produksi dalam operasional. 
2) Dilihat dari segi tujuan kredit 
a) Kredit produktif 
Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk 
peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini 
diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. 
b) Kredit konsumtif 
Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunkan untuk 




pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang 
untuk digunkan atau dipakai oles seorang atau badan usaha. 
c) Kredit perdagangan 
Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada 
pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas 
perdagangan. 
3) Dilihat dari segi jangka waktu 
a) Kredit jangka pendek 
Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki waktu 
kurang dari 1 tahun atau paling lama adalah selama 1 tahun, 
dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 
b) Kredit jangka menengah 
Kredit jangka menengah merupakan kredit yang memiliki 
jangka waktu 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya 
kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. 
c) Kredit jangka panjang 
Kredit jangka panjang merupakan kredit yang memiliki jangka 
waktu paling panjang, dan waktu pengembaliannya diatas 3 
tahun atau 5 tahun. Biasanya digunakan untuk melakukan 





4) Dilihat dari segi jaminan 
a) Kredit dengan jaminan 
Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan 
dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk 
barang berwujud atau tidak berwujud. 
b) Kredit tanpa jaminan 
Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa 
jaminan atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan 
melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik 
debitur selama berhubungan dengan pihak lain. 
5) Dilihat dari segi sektor usaha 
a) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor 
perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa 
jangka pendek ataupun jangka panjang. 
b) Kredit perternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk 
sektor perternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 
c) Kredit industri, merupakan kredit yang digunakan untuk 
membiyai industri, baik industri kecil, menegah, maupun 
industri besar. 
d) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk 
membangun sarana dan sarana pendidikan. 
e) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para 




f) Kredit perumahan, merupakan kredit untuk membiayai 
pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya 
berjangka waktu panjang. 
g) Dan sektor-sektor lainnya37 
3. Pengertian Simpan Pinjam 
Kata simpan pinjam berasal dari dua kata yaitu simpanan dan 
pinjaman. Istilah simpanan muncul dikarenakan pada tahun 1958 ada 
ajakan yang kuat dari pimpinan Negara untuk menabung. Karena dahulu 
rakyat pada umumnya dalam keadaan miskin, sehingga kemampuan modal 
untuk usaha mandiri dibentuk melalui simpanan. Bahkan kegiatan usaha 
dalam koperasi, yang utama ditentukan dalam undang-undang adalah 
menggiatkan anggotanya untuk menyimpan.
38
 Sedangkan pinjaman adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
hutangnyasetelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
Pengertian simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan 
bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman 
dalam berbagai usaha, dimana anggota mengajukan permohonan tertulis 
kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, 
kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan 
                                                             
37
 Kasmir, Op.Cit, h.112 
 
38
 Djoko Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan pinjam, (Yogyakarta: 




pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi pada saat itu, dimana 
pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat 
pengembalian dan bentuk nilai.
39
 
4. Simpan Pinjam Dalam Islam 
Sebagaimana yang berlaku disemua lembaga keuangan bahwa jenis 
usaha lembaga keuangan itu terdiri dari dua jenis, yaitu usaha 
perhimpunan dana dan usaha penyaluran dana. Produk yang ditawarkan 
oleh unit simpan pinjam syariah dalam usaha penghimpunan dana yang 
pertama adalah simpanan. Simpanan yang dimaksud disini adalah 
simpanan dana yang disetor oleh anggota kepada unit simpan pinjam 
syariah. Bentuk simpanan itu sendiri terbentuk dari 3 macam, yaitu 
simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya.
40
 
Yang kedua adalah pinjaman. Pinjaman dalam Simpan Pinjam 
Perempuan ini termasuk dalam qardh (utang pitutang). Karena pengertian 
utang putang sama dengan pengertian pinjam meminjam dalam kitab 
Undang-Undang hukum perdata yang berbunyi: Pinjam meminjam adalah 
suatu perjanjian yang dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak 
yang lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, 
dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah 
yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.
41
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a. Pengertian qardh 
Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata qarada yang 
sinonimnya qath‟a yang artinga memotong. Menurut Rahmat Syafei 
qardh (utang pitang) mempunyai makna al-qath‟i karena potongan 
dari harta yang memberikan pinjaman.
42
 Menurut Syafi‟i Antonio 
adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 




Menurut Bank Indonesia qardh adalah akad pinjaman dari bank 
(muqaridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib 
dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Qardh 
adalah pinjaman uang. Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank 
kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat 
nasabah mengalami overdraft. 
Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya ada empat hal: 
1) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah talangan haji 
diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran 
biaya perjalanan haji. 
2) Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit 
syariah, dimana nasabah diberi kelulusan untuk menarik uang tunai 
milik bank melalui ATM. 
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3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut 
perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan 
pembiayaan dengan skema jual beli ijarah atau bagi hasil. 
4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank 




b. Landasan Hukum Qardh 
1) Al-Quran 
                    
                   
Artinya:“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan 
Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran 
kepadanyadengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 
menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya 





َعِن اْبِن َمْسُعوٍد اَنَّ النَِّبَ )ص( قَاَل: َما ِمْن ُمْسِلٍم يَ ْقِرُض ُمْسِلًما َمرَّتَ ْْيِ ِإالَّ  
 ن ماجو(َكاَن َكَصَدَقٍو َمرًَّة. )رواه اب
Artinya:”Dari ibnu mas‟ud bahwa Rasulullah SAW. bersabda 
tidak ada seorang muslim yang mengutangi muslim 
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Maksud hadist diatas adalah bahwa memberi utang kepada 
seseorang disaat dia memerlukannya, lebih besar pahalany dari 





Para ulama menyatakan bahwa qardh diperbolehkan. 
Qaradh bersifat mandub (dianjurkan) bagi muqaridh dan mubah 
bagi muqtaridh, kesepakatan para ulama ini didasari kebiasaan 
manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan batuan 
saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang 
yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah 
menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.  
c. Fatwa DSN tentang qardh 
Ketentuan-ketentuan mengenai perihal qardh ini diatur dalam 
fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang qardh yang mengatur 
hal-hal: 
1) Ketentuan umum Al-qardh 
a) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah 
yang memerlukan 
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 TM Hasby Ash-Shiddieky, Koleksi Hadis Hadis Hukum 7, (Semarang: PT. Pustaka 




b) Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang 
diterima pada waktu yang telah disepakati bersama 
c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah 
d) Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta jaminan 
kepada nasabah bilaman diipandang perlu 
e) Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan dengan 
sukarela kepada LKS selama tidak di perjanjikan dalam akad 
f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah 
memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: memperpanjang 
jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau 
seluruh kewajibannya 
2) Sanksi 
a) Dalam hal nasabah tidak menunjukan hal untuk mngembalikan 
sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena 
ketidakmampuanya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada 
nasabah 
b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagai mana di 
maksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjulan 
barang jaminan 
c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus 





3) Sumber Dana 
Dana al-qardh dapat bersumber dari: 
a) Bagian modal LKS 
b) Keuntungan LKS yang disisihkan 
c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran 
infaq lembaga lainnya dengan LKS 
4) Ketentuan lain 
a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakuka melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah 
dan disempurnakan sebagaimana semestinya.
48
 
d. Rukun qardh 
Adapun rukun dan syarat qardh adalah: 
1) „Aqid yaitu yang berhutang (penerima) dan yang berpiutang 
(pemberi) 
2) Ma‟qud „alayh Objek yaitu berupa yang dipinjamkan atau barang 
yang dihutangkan 
3) Shighat akad yaitu ijab kabul atau serah terima 
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E. Ekonomi Keluarga 
Istilah keluarga (families) dan rumah tangga (household) cukup sulit 
untuk dibedakan, oleh karena itu, perlu diperjelas arti kedua istilah itu. Briyant 
and Dick (2006:3)
49
, membedakan keluarga dengan rumah tangga. Rumah 
tangga adalah mereka yang tinggal bersama, menggunakan sumber daya 
kolektif untuk mencapai tujuan. Sementara keluarga adalah orang-orang yang 
memilii sosial-biologis melalui pernikahan, kelahiran atau adopsi, tidak hidup 
bersama dan menggunakan sumber daya bersama-sama (kolektif) untu 
mencapai tujuan bersama. 
Menurut plato, keluarga adalah unit sosial pertama dari perkembangan 
masyarakat menuju kota atau merupakan unit terkecil dari organisasi sosial. 
Unit adalah bagian-bagian yang menyatu satu sama laindalam suatu kerjasama 
yang sinergis untuk mengerjakan satu hal. Bagian-bagian tersebut saling 
bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan yang sama 
yang disebut dengan “organisme”. Mengingat setiap manusia itu adalah 
mahluk sosial, maka manusia adalah bagian. Kerjasama antar manusia dengan 
kejelasan tugas pekerjaan masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama 
dan membentuk kelompok dengan identitas yang membedakan satu kelompok 
dengan kelompok lain. Kelompok sosial itu disebu Unit. Unit kecil kemudian 
bertambah menjadi besar akibat penggabungan beberapa kelompok. Jumlah 
kelompok yang bergabung menentukan derajat kelompok dan menunjukan 
derajat pengelompokan sosial.  
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Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah 
SWT. bagi kehidupan manusia sejak zaman khalifah. Allah berfirman dalam 
surah Ar-Rad:38 
                            
                  
 
Artinya:  Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum 
kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan 
keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan 
sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap 




Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran 
kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karna 
sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak manusia untuk menuju 
keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan.
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Istilah ekonomi keluarga harus didahului dengan penjelasan tentang 
konsep ekonomi. Ekonomi sebagai disiplin ilmiah termasuk kedalam ilmu 
sosial yang mengkaji masalah utama, yakni kelangkaan suatu kondisi yang 
disebabkan oleh kombinasi yang tidak seimbang antara keinginan yang tidak 
terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Disebabkan adanya kelangkaan, 
pilihan dan pengambilan keputusan merupakan topic penting dari kajian 
ekonomi. Dengan kajian ekonomi rumah tangga merasa terbantu dalam 
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mengambil keputusan yang lebih baik, juga membantu menentukan pilihan 
yang terbaik bagi rumah tangga.  
Para ekonom, memandang keluarga sebagai lembaga ekonomi selain 
organisasi formal, seperti perusahaan, lembaga pemerintah, bank, serikat 
pekerja dan koperasi. Baik keluarga maupun organisasi formal, keduanya 
dibentuk untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan adalah sebagi faktor 
yang memotivasi dan mempengaruhi prilaku manusia, baik itu keluarga 
maupun organisasi sosial lain. 
Bagi para ekonom yang mengkaji tentang prilaku manusia, dorongan 
untuk berkelompok merupakan prilaku manusia yang terjadi karena ada motif 
yang melatarbelakangi. Faktor besar dibalik prilaku berkelompok adalah 
tujuan. Manusia secara alami akan mengatur kehidupan mereka, 
mengorganisasi diri dalam upaya mencapai tujuan. Sebagaimana halnya untuk 
bentuk pengelompokan manusia yang lain seperti perusahaan, pemerintahan, 
lembaga swadaya sosial, yayasna, komunitas, dan lain sebagainya. Tujuan 
kelompok atau unit sosial berbeda dengan tujuan keluarga. Tujuan unit sosial 
lebih seperti ke perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, 




Kriteria kepuasan keluarga berbeda dari kriteria kepuasan menurut 
jenis kelompok sosial lain. Keluarga dibentuk dengan tujuan untuk mencapai 
kepuasan tingkat tinggi atau kepuasan maksimal. Karena kepuasan maksimal 
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sebagai tujuan keluarga, maka keluarga harus diberlakukan berbeda. Kepuasan 
maksimal itu seperti kesejahteraan material. Ada juga faktor lain selain 
kesejahteraan material, yaitu cinta, keceriaan, kesehatan, dan pengasuhan yang 
juga bagian penting dari konsep kepuasan maksimal. Faktor-faktor seperti itu 
juga ikut berkonstribusi bagi terciptanya kesejahteraan. Konsep kepuasan 
dalam kehidupan keluarga diartikan secara luas (non-material), bukan dalam 
arti sempit, material. Kebahagiaan dan kesejahteraan secara umumdiartikan 
sama dengan kepuasan. Jadi, asumsi bahwa keluarga dibentuk untuk tujuan 
mencapai kepuasan maksimal dan memaksimalkan kepuasandalam bentuk 







1. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sangat bereperan dalam 
meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Kulim Jaya seperti membantu 
para perempuan untuk memiliki usahanya sendiri namun tanpa 
menghilangkan tanggung jawab sebagai ibu ataupun istri pada 
keluarganya. 
2. Adapun tinjauan ekonomi syariah terhadap Simpan Pinjam Perempuan 
(SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 
baik. Meskipun memakai unsur bunga, namun dalam pemberian 
pinjamannya terdapat unsur tolong menolong dan memiliki peranan dalam 
meningkatkan perekonomian keluarga yang sesuai dengan tujuan ekonomi 
syariah/islam. Serta masyarakat yang meminjam juga tidak merasa 




Dengan adanya SPP PNPM Mandiri di Desa Kulim Jaya yang 
mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 
keluarga masyarakat miskin, maka setelah penulis melakukan penelitian dan 







saran ini diharapakan dapat menjadi acuan bagi pengelola Simpan Pinjam 
Perempuan, agar kedepannya dapat lebih berperan lagi terhadap masyarakat 
miskin: 
1. Diharapkan program ini dapat dikembangkan dengan bentuk kerjasama 
yang sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah/islam. Dalam hal ini, 
meninggalkan sistem konvensional seperti bunga yang digantikan dengan 
sistem syariah seperti bagi hasil. Agar masyarakat merasa aman dan 
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JUDUL PENELITIAN: “PERANAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN 
(SPP) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
(PNPM) MANDIRI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA 
DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH” 
 
Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 
 
Dalam rangka menunjang kegiatan penelitian yang akan saya lakukan untuk 
meraih gelar Sarjana Program Strata-I Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, saya sangat mengharapkan Ibu bersedia 
meluangkan waktu untuk mengisi pertanyaan yang saya ajukan dibawah ini. 
Kuesioner ini semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah. Oleh karena itu, saya 
menjamin kerahasiaan identitas dan jawaban yang diberikan sesuai dengan kode 
etik penelitian ilmiah, sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti pada 
penelitian ini. Atas bantuan dan kerja sama yang telah Ibu berikan, saya 
mengucapkan banyak terima kasih. 
 















A. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Di bawah ini terdapat sejumlah pertanyaan tentang Simpan Pinjam 
Perempuan. 
1. Quesioner ini hanya untuk penelitian saja, jawaban yang Ibu berikan tidak 
akan berpengaruh terhadap posisi atau jabatan Ibu . 
2. Berikan tanda (X) atau silang pada pilihan yang telah disediakan. 
3. Kerahasiaan identitas Ibu akan dijamin keberadaannya. 
4. Terimakasih Ibu telah bekerja sama, semoga Allah membalas kebaikan 
Ibu. Aamiin. 
 
B. Identitas Responden 




Pendidikan   : 
 
C. Variabel Peranan Simpan Pinjam Perempuan Program PNPM Mandiri 
1. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan PNPM Mandiri Pedesedaan 
terhadap masyarakat? 
A. Sangat Baik 
B. Baik 
C. Kurang Baik 
2. Bagaimana syarat-syarat yang diberikan oleh PNPM Mandiri terhadap 
masyarakat? 
A. Tidak Memberatkan 
B. Memberatkan 




3. Apakah anda merasa dibebankan dengan adanya bunga? 
A. Tidak Dibebankan 
B. Dibebankan 
C. Sangat Membebankan 
4. Berapa lama jangka waktu pencairan pinjaman/ kredit yang telah diajukan 
nasabah? 
A. 1 sampai 3 Bulan 
B. 4 sampai 6 Bulan 
C. 7 sampai 12 Bulan 
5. Apakah sesuai permohonan pinjaman/kredit yang diajukan dengan hasil 
yang didapatkan? 
A. Sangat Sesuai 
B. Sesuai 
C. Tidak Sesuai 
6. Berapa lama jangka waktu pengembalian pinjaman/ kredit? 
A. 1 sampai 6 Bulan 
B. 6 sampai 12 Bulan 
C. 12 Sampai 18 Bulan 
7. Apakah anda mampu membayar angsuran pinjaman/kredit sesuai waktu 
yang ditentukan? 
A. Sangat Mampu 
B. Mampu 
C. Tidak Mampu 
8. Apakah anda tahu adanya denda ketika terlambat membayar angsuran? 
A. Ya Tahu 
B. Tidak Dikenakan Denda 
C. Tidak Tahu 
9. Apakah dana pinjaman/kredit cukup untuk modal usaha? 
A. Sangat Cukup 
B. Cukup 
C. Tidak Cukup 
 
 




11. Apakah ada pembinaan yang dilakukan PNPM Mandiri pedasaan terhadap 
nasabah? 
A. Ada 
B. Tidak Ada 
C. Tidak Tahu 
 
D. Variabel Peningkatan Ekonomi Keluarga 
1. Bagaimanana kondisi perekonomian masyarakat setelah mendapatkan 
dana pinjaman ini? 
A. Sangat Membantu 
B. Membantu 
C. Biasa-Biasa saja 
2. Apakah masyarakat mengalami perubahan peningkatan ekonomi/usaha 
setelah mendapatkan dana pinjaman ini? 
A. Ya 
B. Tidak 
C. Biasa-Biasa Saja 









DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
A. Wawancara kepada Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri 
Pedesaan 
1. Bagaimana proses penentuan persyaratan dalam melakukan 
pinjaman/kredit ditetapkan, dan poin penting apa saja yang dapat diambil 
dari persyaratan yang telah ditetapkan tersebut? 
2. Apasaja syarat-syarat yang diperlukan ketika kita ingin melakukan 
pinjaman/kredit? 
3. Dalam melakukan pinjaman/kredit tentunya terdapat pengajuan yang 
disetujui dan tidak disetujui. Bagaimana proses akhir untuk menentukan 
apakah pengajuan ini disetujui atau tidak? 
4. Bagaimana proses pencairan/realisasi pinjaman dilakukan, dan siapa saja 
yang terlibat dalam pencairan/realisaisi pinjaman tersebut? 
5. Apa yang menjadi tujuan (selain pengurus Upk) terlibat dalam realisasi 
pinjaman/kredit ini? 
6. Dalam setiap simpan pinjam, tentunya biasa dengan masalah kredit 
berasalah, bagaimana upaya yang dilakukan Upk untuk mengantisipsi 
kredit bermasalah. 
7. Dalam Simpan Pinjam ini tentunya ada dikenakan bunga, berapa bunga 
yang dikenakan dalam setiap bulannya? 
8. Lalu dari hasil bunga yang telah diperoleh setiap bulannya, kemanakah 
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